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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENCABULAN

Endang Kusuma Astuti
(Dosen Fakultas Hukum Undaris Ungaran)
E-mail: endang-astuti@yahoo.com

Abstract: Law protection execution towards violation victim child, during
the time get less attention. Law put forward suspect/defendant rights, while
victim rights is ignored so the victim get less law protection. The methods
used in this research are integrated approaches namely : doctrinal approach
used to gain secondary data and non-doctrinal or sociolegal approach used to
gain primary data, Secondary data that is used in this research consist of
primary law ingredient in form of law and regulation; and secondary law
ingredient in form of cases, researches, and other scientific activity with law
experts opinion. The secondary data are analyzed with deductive method
while the primary data are analyzed with inductive method. Results of the
research shows that child violation cases is not revealed or finished because
witnesses and victim afraid to give testimony to law enforcer because get
threatened from certain side. Solution of the obstacle is: violation victim

Key words: child protection, violation victim
Kata kunci: perlindungan anak, korban kejahatan

A.PENDAHULUAN

gai asset berharga suatu bangsa dan negara di masa
mendatang yang harys dijag ah

rangka perlindungan, Perlindungan yang diberi
negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yait
ckonomi, sosail, budaya, poltj
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berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk
hidup, memp . : e

& p : L\;un_\‘n kelangsungan hidup. bertumbuh kembang dan perlindungan
am pelaksanaan hq : ,

pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

M ‘ :
fenurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Pcrlmdung@ ‘A\na]\ disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan h.ak—hnknx\l agar dapat hidup, tumbuh,
bcrkcn)bflng. dan berpartisipasi, secara optimal \‘C\‘Ud‘i dcﬁgdn harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan di skriminasi’.

: Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlin-
d:lngfin langsung .dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis.
Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antara-upaya perlindungan secara
la'mgsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan
diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu
yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap
gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik,
sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih,
asuh), pengganjaran (reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.
Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi:
pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu
peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai
manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan
keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik
dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan
perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan
anak.
Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk
perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari
ek dalam upaya perlindungan langsung tentunya
edangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih
pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan
anak, yaitu orang tua, petugas dan Pembina. Demi menimbulkan hasil yang
optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari
jalur pembiaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak,
kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan

tersebut.

Maulana Hass
lindungannya, perlindung
yang bersifat yuridis, meli

upaya
perlindungan itu sendiri. Obj
adalah anak secara langsung. S

an Wadong (2000:40) menyatakan bahwa dari sifat per-
an anak juga dapat dibedakan menjadi: perlindungan
puti perlindungan dalam bidang hukum perdata dan
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hukum pidana; dan perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan.
di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. :

Perlindungan yang berifat yuridis atau yang dikenal dengan perlindungan b
hukum menurut Barda Nawawi Arief (1998:156) adalah upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and -
freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan ke-
sejahteraan anak. 3

Tindak pidana biasanya selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan atau =
pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan bahkan
korban kurang mendapatkan tempat, sehingga kadang-kadang korban tindak pidana
menjadi korban kedua setelah kejadian itu, padahal korban sudah mengalami ber-
bagai akibat penderitaan, misalnya: fisik, psikologis (mental), ckonomis, sosial, dan
lain sebagainya. Pengaruh dan akibat negative ini seringkali berlangsung sangat
lama, misalnya korban tindak pidana perkosaan dimana korban mengalami trauma
seumur hidup bahkan keluarga korban ikut menderita akibat kejadian tersebut.
Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan
secara adil bahkan cenderung terlupakan.

Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya
perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa
keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan yang demikian
oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti forgotten mar
seperti yang diutarakan oleh Joanna Shapland, Jon Willmore, dan Peter Dufi
(1985:1 dan 496), forgotten person, invisible (orang yang dilupakan, tidak terlihat),
a second class citizen, a second victimization (sebagai warga negara yang kedua,
jadi korban kedua setelah yang pertama) dan double victimization seperti diutarakan
oleh Karmen Andrew (1984:3).

Perlindungan terhadap korban tindakan pencabulan yang tercantum dalam
pasal 290 sampai dengan pasal 295 KUHPidana, yakni terhadap seseorang yang
diduga masih dibawah umur, sangat diperlukan, karena dianggap melakukan
asusila pada anak. Kekerasan pada anak merupakan fenomena yang hampir tidak
pernah terselesaikan, perlindungan terhadap anak dilakukan dengan peraturan
perundang-undangan anak. Meski demikian perlindungan yang dilakukan dan
terjadi masih berkutat pada hukum pidana. Proses peradilan lebih berkutat pada
perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang
dilanggar atau tidak.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan
pencabulan antara lain hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa,
sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memper-
oleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat
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pun materiil. Penyelesaian hambatan ini adalah dengan
lindungan kepada korban tindak pidana pencabulan yang masih
ngan berbagai upaya yang harus dilakukan olch pihak pengadilan
rga Korban. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah
idana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga
masyarakat schingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan
impanya.

Pengadilan Tinggi Semarang kasus yang terjadi menyangkut tindak
terhadap anak antara tahun 2009-2010 sebanyak 70 kasus, dan dari
ditangani, sampai dengan saat ini dalam menetapkan hukuman lebih
idananya, mengacu pada KUHP pasal 290 sampai dengan 295.
adalah bahwa sampai dewasa ini pengaturan hukum pidana terhadap
an pencabulan belum menampakkan pola yang jelas. Selanjutnya,
hakim melakukan perlindungan terhadap korban tindak kejahatan,
ilah perlunya kebijaksanaan seorang hakim.

dasar latar belakang yang dipaparkan di depan, dapat dirumuskan
diteliti, yaitu: (1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap
pencabulan? (2) Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya per-
kum bagi anak korban pencabulan? (3) Bagaimana mengatasi kendala
i dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban

penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya perlindungan
ap anak korban pencabulan. (2) Untuk mengetahui kendala yang
perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. (3) Untuk
mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan
anak korban pencabulan.

t Penelitian ini dibedakan antara manfaat tcoritis dan praktis.
is: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan
hususnya dalam bidang HAM dan Hukum Anak. Manfaat prakiis:
sa memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum

etentuan Umum Undang-Undang tentang Perlindungan Anak,
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
asih di dalam kandungan (Pasal 1 sub 1). Selain itu Undang-

sadilan Anak juga memberikan pengertian tentang anak
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sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)
tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 sub 1).
Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud
anak adalah sescorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum
pernah kawin (Pasal 1 sub 2).

2. Perlindungan Anak

Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu
diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Undang-Undang
RI No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2)). Hak-hak Anak
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
yaitu sebagai berikut : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-
Undangn RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Jika anak dirampas kebebasannya maka menurut Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak berhak untuk:
Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari

orang dewasa,
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap

tahapan upaya hukum yang berlaku, dan

Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif

dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu anak yang berhadapan
dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperolch
bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Kemudian hak-hak anak dalam

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan
kasih saying baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk
tumbuh dan berkembang secara wajar,

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan
sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi

warga negara yang baik dan berguna,

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

kandungan maupun sesudah dilahirkan,

d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan

a.

wajar, dan
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¢. Dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat
pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Adapun konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas.
dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa
dan raga anak, tetapimencakup pula perlindungan atas semua hak serta
kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik seara rohani.
jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang
mampu berkarya.

Setiap anak memerlukan perlindungan dalam rangka
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras
dan seimbang. Perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hak-hak anak telah
ditentukan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
Anak, Konvensi PBB tentang Hak-Hak anak, serta peraturan perundang-undangan
lainnya. Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan
ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (standards
regarding children in conflict with the law) dapat dilihat dalam Artikel 37 dan

Artikel 40.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

tercantum pada pasal 1, diinterpretasikan dengan:

a. Perlindungan anak berarti setiap kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan
melindungi hak-hak anak untuk hidup, pertumbuhan, uang muka, dan
berpartisipasi secara optimal bersama dengan kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari perlakuan kejam dan diskriminasi.
b. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami dan istri, atau
ereka dengan anak-anak mereka, atau ayah dan anak-anaknya,
nerasi keluarga ikatan keturunan

menjamin

keduanya dari m
atau ibu dan anak-anaknya, atau tiga ge

]agsung.

¢. Orang tua berarti ayah dan/atau ibu, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah
dan/atau ibu angka.

d. Guardian berarti orang atau Org
orang tua bagi anak-anak.

¢. Anak-anak penyangdang cac
dan/atau mental yang dapat menga
normal. :

. Anak-anak berbakat berarti anak-anak yang sangat rajin, atau memiliki
kemampuan dan/atau bakat luar biasa.

anisasi yang bertanggung jawab utama sebagai

at berarti anak-anak yang memiliki cacat fisik
kibatkan hambatan perkembangan mereka

3. Pengertian Pencabulan
: Pencabulan termasuk da
Pidana kesusilaan sendiri tida

lam tindak pidana kesusilaan, pengertian tindak
klah mudah, karena pengertian dan batas-batas
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kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan serta nilai-nilai
yang dianut oleh masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang sederhana dapat
dikemukakan pengertian tindak pidana kesusilaan adalah sebagai tindak pidana
yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Pada dasarnya setiap tindak pidana
mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, dan dapat
dikatakan hukum itu sendiri berisi nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Hal ini

disampaikan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya (2008:25).

Pengaturan dari pencabulan dapat dilihat dari ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan
cabul (Pasal 289 KUHP),

b. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan, belum berumur 18 (delapan
belas) tahun (Pasal 290 KUHP),

¢. Melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis, yang belum cukup umur
(Pasal 291 KUHP),

d. Dengan memberi atau menjanjikan dan seterusnya, menggerakkan seseorang
belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul
(Pasal 293 KUHP),

e. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak
di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur (Pasal 294 KUHP),

f. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya,
atau anak angkatnya, yang belum cukup umur (Pasal 295 KUHP), dan

g Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan

orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP).

C. METODE PENELITIAN

Operasional atau cara kerja dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan
Paradigma Terpadu karya George Ritzer (2002:126-127). Paradigma terpadu yang
sangat menekankan perhatian kepada sosiologi moderen, juga mungkin diarahkan
kepada realitas sosial tingkat makroskopik, tanpa mengabaikan adanya dan arti
penting realitas sosial tingkat mikroskopik.

Dilihat dari cara pendekatannya, penelitian ini menggunakan perpaduan
antara pendekatan doktrinal dengan pendekatan non-doktrinal (sosio legal re-
search). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan.

Pengumpulan data pada studi lapangan dilakukan dengan menggunakan
wawancara yang mendalam (depth interview) dengan berpedoman pada kuesioner
terbuka untuk menggali data selengkap-lengkapnya dan observasi partisipatif
(participant observation), yaitu pengamatan atas sikap dan perilaku. Pada s.tudl
kepustakaan, pengumpulan data dilakukan untuk menelaah bahan yang berkaitan
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erlindungan Hukum Terhadap Anak

dengan perlindungan hukum k

hususnya hukum perlindungan anak, yaitu dari
, laporan hasil penelitian dan putu

san pengadilan.
Versi positivisme menyebut keabsahan dat
dan keandalan (reliability). Teknik yang dilakukan
kriteria utama seperti yang dikemukakan oleh [von
~ yaitu credibility,
kredibilitas menur
~ teknik yaitu: (a)
~ informasi dari res
atau unsur

a scbagai kesahihan (validity)
dengan menggunakan 4 (ecmpat)
a S Lincoln dan Egon G. Guba,

Iransferability, dependability dan confirmability. Standar
ut Lexi J. Moleong (2000:173-183) berpedoman pada 7 (tujuh)
perpanjangan keikutsertaan, untuk dapat menguji kebenaran
ponden; (b) ketekunan pengamatan untuk menemukan ciri-ciri
-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang dicari;
~ (c) triangulasi yaitu untuk memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk
keperluan pengecekan atau pembanding tethadap data; (d) pemeriksaan sejawat
melalui diskusi; (e) analitis kasus negatif; (f) kecukupan referensial, dan ()
- pengecekan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data yaitu
; data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.

Data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan di lapangan dengan
lengkap selanjutnya diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah : editing, coding,
membuat kategori untuk klasifikasi jawaban, menghitung frekuensi, tabulasi, tabe]
- sebagai kerangka analisis data seperti yang disampaikan Sutandyo Wignyosochroto
(1997:270-291). Pengolahan data secara kuantitatif tersebut berfungsi sebagai
pendukung data kualitatif. Selain itu dilakukan pula pengolahan data sccara
- kualitatif dengan mendiskripsikan seutuh mungkin dengan mengupayakan storying
- mendekati realitas sosial yang terjadi.

Teknik analisis penelitian ini mengikuti tipe Strauss dan Corbin (1990:19),
ymg menginstruksikan agar analisis data kualit.atlf se){o.gyanya dllaku‘k‘an s.en'lenjak
berada di lapangan. Dalam langkah pragma.tls anah.sm data penelitian ini akan
dilak uk an mengikuti model interaktif sebagaimana dikemukakan olech Mattew B.
Miles dan A. Michael Huberman (1992:20) yang mcns.yaratkan bahyf/a penelitian
Sgrgemk dalam 3 (tiga) siklus kegiatan, yaitu': reduksi data, Pcr'xyajlan- da.ua dz?n
ﬁznarika,n kesimpulan atau verifikasi; sebagai sesuatu yang jalin-menjalin baik
dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pe‘ngumpulan data lapangan,
;‘tuk membangun suatu analisis data yang komprehensif.

meliputi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan

dah membudaya dan di-lakukan
; ia. kekerasan terhadap anak su

Di Indones'xs, trliﬁae dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak teryg
ftblz’rut:-t;r;hurgnl. aﬁkslatz pZn;iCun)’a adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang
- Oertambah. Sa
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dihadapi para orang tua. Namun, factor tersebut bukan satu-satunya factor pemicu
kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terkait erat dengan faktor
kultural dan struktural dalam masyarakat.

Dari faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak adalah harta
kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua
seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Bila si
anak dianggap lalai, rewel, tidak patuh, dan menentang kehendak orang tua, dia
akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kemudian dapat berubah menjadi
kekerasan.

Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang
(asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sini, anak berada
dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih
lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di
sekitamya.

Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual
harus menjadi prioritas pemerintah dan perlu mendapat perhatian serius dari semua
pihak. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyebutkan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain
manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, maka anak berhak mendapat
perlindungan dan perlakuan dari: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun
seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan
perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Negara, pemerintah, ma-
syarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban untuk melindungi anak melekat
terus dalam situasi dan kondisi apapun, baik itu kondisi darurat maupun non
darurat, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, baik korban tindak
pidana maupun pelaku tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin
dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa
ini telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masya-
rakat Indonesia. Efek atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya
adalah semakin canggihnya teknologi yang ada pada saat ini, sedangkan efek
negatifnya adalah adanya pergaulan bebas dan semakin meningkatnya kejahatan
seks yang terjadi, khususnya yang menimpa anak-anak.

Pengaturan hukum perlindungan anak meliputi berbagai bidang hukum,
diantaranya bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, hukum acara
perdata, dan acara pidana, dan sebagainya. Akan tetapi perbedaan masalah yang
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anya

dihadapi dalam melakukan perlindungan anak, dapat mengakibatkan berbed
bidang hukum yang dihadapi.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi
Anak Korban Pencabulan dari Sisi Teknis Yudisial

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperolch perlindungan dari
sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
Berkaitan dengan hal di atas maka setiap anak berhak memperolch kebebasan
sesuai dengan hukum.

Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara formal tidak
memberikan kesaksian di persidangan. Pelapor dapat juga sebagai korban dari
tindak pidana itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (1), “Saksi
adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyeclidikan,
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu per-
kara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”, dan
ayat (2) “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ckonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan
yang memadai atas laporannya, schingga ia tidak merasa terancam atau terinti-
midasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan ke-
amanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masya-
rakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui-
nya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh
pihak tertentu.

Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
anak korban kekerasan pencabulan antara lain hukum terlalu mengedepankan hak-
hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban
kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlin-
dungan yang sifatnya immaterial maupun materiil.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa:
“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan scorang saksi korban saja sudah
cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suaty
alat bukti yang sah lainnya”. Akan tetapi, perlu diingat bahwa menurut pasal 145
Het Herzienne Inlandsche Reglement (HIR), sebagai saksi tidak dapat didengar:

a4 Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut

keturunan yang tulus, _ :
b. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian,
¢. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun, dan

d. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang,
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Jadi, anak yang umurnya masih di bawah 15 tahun tidak dapat didengar scbagai
saksi. Dalam penjelasan HIR disebutkan bahwa anak-anak di bawah umur 15 tahun
tersebut boleh juga didengar keterangannya dengan tidak disumpah, akan tetapi
keterangan mereka itu tidak merupakan bukti.

3. Upaya Mengatasi Kendala

yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan

Hukum Bagi Anak Korban Pencabulan Dari Segi Teknis Yudisial

a. Penyelesaian Kasus Pencabulan Anak dengan Keadilan Restoratif

86

Dewi dan Fatahillah A Syukur (2011:32) menuturkan bahwa dalam

pelaksanaannya, keadilan restorative dilandasi oleh beber

apa prinsip scbagai
berikut:

1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok
masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.
Mereka bekerja sama untuk menemukan penyelesaian yang dipandang adil
bagi semua pihak (win-win solution),

2) Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab terhadap korban dan mem-
bangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya,

3) Mengarahkan pelaku pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan
pertanggungjawaban terhadap negara atau pertanggungjawaban hukum.

Sementara itu, proses penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak yang
berdasarkan ide keadilan restorative adalah suatu penyelesaian kasus yang
melibatkan korban. Namun penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak
berdasarkan ide keadilan restorative tersebut sebaiknya tidak dilakukan untuk
semua kasus, melainkan hanya untuk kasus kekerasan yang menimbulkan
penderitaan fisik atau psikis yang bersifat ringan serta kekerasan seksual.

. Mediasi Penal sebagai Pilihan Penyelesaian Kasus Pencabulan Terhadap

Anak

Mediasi peal sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain:
mediation in criminal; cases atau mediation in penal matters. Karena mediasi
penal terutama mempertemukan antara pelaku dengan korban, maka mediasi
penal ini sering juga dikenal dengan istilah victim offender mediation (VOM).
Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa
di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah Alternative Dispute
Resolution (ADR). Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia saat ini pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di
luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya
penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, melaluj berbagai diskresi aparat
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elalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lem-

a di dalam masyarakat (misal, musyawarah keluarga,

musyawarah adat), seperti yang disebutkan oleh Barde
13).

can hasil analisis yang dipaparkan di depan, dapat dikemukakan
berikut.

lindungan hukum terhadap anak korban pencabulan adalah dengan
can perlindungan kepada mereka dengan berbagai upaya yang harus
1 oleh pihak pengadilan dengan keluarga korban.

la yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak
0 pencabulan disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan ke-
siar kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.
in itu banyak ditemui adanya korban yang enggan melaporkan kasus yang
~menimpanya ke pengadilan. Padahal kesaksian korban di pengadilan merupakan
1 satu hal yang sangat penting untuk membuktikan terjadinya suatu tindak

ya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan
n terhadap anak korban pencabulan dengan menerapkan sistem keadilan

[1]

s dasar simpulan tersebut dapat disampaikan saran bahwa perlu segera
sebuah payung hukum untuk menjadi landasan dan pedoman bagi
keadilan restoratif secara umum, dan mediasi panel secara khusus.
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